BAB II

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

A. KEDUDUKAN

1.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berada dibawah
koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris
Daerah.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan, dan
mempertanggungjawabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan di
bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman
dan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
pada sub urusan bidang permukiman.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja dan
anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

b. pelaksanaan rencana strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan
prosedur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

d. perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan wurusan
pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang
perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;

f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di
bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;

g. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau
instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan
pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;

h. pengelolaan data dan informasi di bidang perumahan rakyat dan
Kawasan permukiman;



i. pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di
kawasan strategis Daerah;

j. pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;

k. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi
program Pemerintah Daerah;

l. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;

m. penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU
permukiman;

n. perencanaan, penyediaan, pembangunan, penataan, pengelolaan,
pemeliharaan, perawatan, pemantauan dan evaluasi perumahan;

0. perencanaan, penyediaan, pembangunan, penataan, pengelolaan,
pemeliharaan, perawatan, pemantauan dan evaluasi kawasan
permukiman;

p. pelaksanaan pengembangan lingkungan hunian, pembangunan
lingkungan hunian baru, dan pembangunan kembali lingkungan
hunian;

q. pelaksanaan  pengendalian dalam  penyelenggaraan  kawasan
permukiman;

r. fasilitasi pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman;
s. fasilitasi penyelesaian sengketa penghunian perumahan;

t. penanganan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah sesuai
dengan lingkup tugasnya;

u. pengawasan dan pengendalian izin di bidang perumahan dan Kawasan
Permukiman;

v. pemberian dukungan dan bimbingan teknis kepada masyarakat dan
perangkat daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

w. pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan di bidang perumahan dan kawasan
permukiman;

x. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman;

y. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan

z. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

C. SUSUNAN ORGANISASI

1. Susunan organisasi struktural Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, terdiri atas:

a. Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
terdiri atas:



